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Marak Atribut Partai, Akademisi Dorong Tindak Tegas

JOGJA - Atribut partai mulai
menjamur di beberapa ruas ja-
lan di DIJ. Padahal masa kam-
panye Pemilu 2024 baru dimulai
pada 28 November 2023 sampai
10 Februari 2024.

Atribut partai yang mulai ter-
pasang di antaranya bendera
partai, rontek, hingga baliho ber-
ukuran jumbo. Tak terkecuali di
kawasan seputar Malioboro. "Pe-
merintah Kota dan kabupaten
harus tegas. Siapa saja yang me-
masang di luar ketentuan, cabut.
Ambil aja karena dia (pemerin-
tah, Red) punya kewenangan,”
tegas Wakil Ketua III STPMD
APMD Jogja Tri Agus Susanto
kemarin (1/8).

Bahkan Agus mencontohkan
daerah tertentu yang tidak bo-
leh terpasang atribut kampa-
nye. Seperti Mangkubumi dan
Malioboro. ”Jangankan kam-
panye, produk saja nggak boleh

kalau nggak salah,” lanjutnya.
Menurut pengampu mata ku-
liah Ilmu Komunikasi Politik ini,
pemerintah dagrah harus tegas,
terutama dalam proses penca-
butan atribut. Dalam artian yang
melanggar harus ditindak, tidak
boleh pandang bulu. Sebab ber-
potensi menimbulkan permasa-
lahan lain. "Jangan sampai me-
nimbulkan kecemburuan, misal
partai ini boleh, itu dibiarkan.
Ketegasan itu haras benar-benar
ditunjukkan dengan rutin keli-
ling (patroli, Red),” ujarnya.
Tajuga menyayangkan adanya
atribut kampanye yang dipasang
asal-asalan dan menutupilampu
APILL. Hal ini sangat membaha-
yakan bagi pengendara jalan.
"Saya sering melihat penampil-
an entah itu bendera atauron-
tek menutttpi lampu merah itu
berbahaygdsekali’ keluhnya.
Lebih lanjut dia mengatakan,

Komisi Pemilihan-Umum (KPU)
sejauh ini juga belum memiliki
kebijakan ihwal larangan pema-
sangan atribut berbau kampa-
nye. Sehingga sepanjang tidak
melanggar aturan yang ada di
daerah, maka bisa dikatakan
sah-sah saja. "Jadi selama tidak
diatur, lebih tepat tidak dilarang
dan tidak ada sanksi ya pasar
bebas. Semua bisa asal punya
uang baik partai maupun caleg,
yabebas-bebas saja,’ lanjutnya.

Menurutnya, dimungkinkan
bisa karena dianggap sebatas pe-
ngenalan jadi tidak melanggar.
Apalagijika tidak ada unsur ajak-
an seperti pilih nomor beserta
nama calon. Sebab KPU juga
belum mengumumkan nomor
dan dapil. Ditambah, sepanjang

‘tidak ada unsur yang mengan-

dung SARA maupun ujaran ke-

bencian, diamengira halituma-..

sih bisa ditoleransi. "Bagi KPU

barangkali ini hanya informasi
saja, tidak kategori kampanye,”
ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Satpol PP
Kota Jogja Octo Noor Arafat me-
ngatakan, pihaknya secara rutin
menertibkan reklame yang me-
langgar aturan. Termasuk rekla-
me dan atribut partai politik.

Satpol PP Kota Jogja mencatat
data per 1 Januari hingga 24 Juli
sudah ada 3.570 reklame ditertib-
kan. Sebanyak 481 reklame di
antaranya berbau partai politik.
Selain tidak berizin, reklame di-
pasang tidak pada tempatnya.

"Kebanyakan pelanggaran ron-
tek dan spanduk. Pelanggarannya,
yang jelas tidak berizin dan tidak
pada tempatnya. Misalnya dipa-
sang menempel pada tiang-tiang.
listrik dan telepon, serta pada
taman-taman kota yang merusak
keberadaan taman itu sendiri,”
rincinya. (lan/eno/rg)
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